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Pesan Utama

•	 Pemerintah telah memberi wewenang 
kepada perguruan tinggi luar negeri (PTLN) 
untuk mendirikan kampus fisik di Indonesia, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Permenristekdikti) No. 53/2018. Melihat 
rendahnya kualitas perguruan tinggi dalam 
negeri, yang disebabkan oleh sejumlah faktor 
seperti rendahnya mutu pengajaran, riset, 
dan sumber daya manusia, keterbatasan 
pendanaan, dan tata kelola yang buruk, 
hadirnya PTLN di Indonesia membuka 
peluang bagi para mahasiswa Indonesia untuk 
memperoleh pendidikan kelas dunia di dalam 
negeri—opsi yang sebelumnya tidak tersedia.

•	 Permenristekdikti No. 53/2018 mewajibkan 
semua PTLN untuk menjalin kemitraan 
dengan perguruan tinggi lokal di bidang 
akademik, penelitian dan inovasi. Akan tetapi, 
peraturan ini tidak berlaku untuk PTLN yang 
didirikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

	 Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 
No. 10/2021. Karena kemitraan ini dapat 
menjadi sulit untuk diselenggarakan tanpa 
adanya ketentuan yang mengatur, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) dapat mengambil peran 
untuk memfasilitasinya.

•	 PTLN dapat memainkan peran penting dalam 
mendorong universitas-universitas lokal untuk 
meningkatkan kualitas, serta menjadi mitra 
strategis guna memperbaiki mutu perguruan-
perguruan tinggi Indonesia dan menggenjot 
pembangunan ekonomi lokal. Kemitraan antara 
Monash University Indonesia dan Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa mencerminkan hal 
tersebut dengan diselenggarakannya berbagai 
kegiatan bersama, mulai dari riset hingga 
program-program mobilitas mahasiswa dan 
akademik, dan komitmen Monash University 
untuk mengembangkan talenta dan potensi 
lokal Provinsi Banten.
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1 Pendidikan tinggi merujuk kepada tingkat pendidikan dari program diploma, sarjana, magister, doktor, profesional, dan spesialis yang diselenggarakan 
oleh universitas.
2 Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003, pendidikan tinggi di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yakni universitas, 
politeknik, institut, akademi, dan sekolah tinggi. Namun, ringkasan kebijakan ini hanya akan berfokus pada jenis universitas. 
3 World Class University (WCU) adalah sebuah prakarsa oleh Kemendikbudristek untuk menunjang universitas-universitas unggulan Indonesia masuk ke 
daftar peringkat universitas terbaik. 
4 QS WUR adalah salah satu publikasi yang diakui secara universal, yang membuat peringkat kualitas institusi-institusi pendidikan tinggi di seluruh 
dunia. QS WUR mengukur kualitas universitas berdasarkan sejumlah indikator seperti reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio fakultas dan 
mahasiswa, sitasi per fakultas, dan rasio fakultas dan mahasiswa internasional.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) telah menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi1 2 dalam 
membuka potensi talenta-talenta lokal demi mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Namun 
demikian, Kemendikbudristek terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi 
dan memperbaiki kualitas dan daya saing institusi-institusi pendidikan lokal. 

Pada 2021, Kemendikbudristek berencana untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 
30,3% pada 2019 menjadi 34,6% pada 2021, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 
Kemendikbudristek tahun 2020-2024. Target ini tidak tercapai, karena berdasarkan laporan dari Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (2021), angka partisipasi kasar di tahun 2021 hanya mencapai 31,2%. Dibandingkan 
negara-negara berkembang lainnya, partisipasi pendidikan tinggi Indonesia menjadi di antara yang terendah. 
Menurut perhitungan OECD (2021), hanya ada 5,0% orang dewasa berusia 25 hingga 64 tahun di Indonesia yang 
telah menyelesaikan pendidikan sarjana atau setara—dibandingkan 9,3% di India, 7,0% di Afrika Selatan, dan 
17,4% di rata-rata negara G20 pada tahun 2021. Di tingkat regional, persentase masyarakat Indonesia berusia 25 
tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan sarjana atau setara juga lebih rendah dibandingkan negara-negara 
tetangga. Proporsi populasi Indonesia dengan kualifikasi pendidikan tersier hanya mencapai 9,4%, terpaut jauh 
dari Thailand (14,9%) dan Singapura (31,6%) (UNESCO Institute for Statistics, 2018, dikutip dalam Bank Dunia, 
2019).

Dalam hal mutu, Indonesia hanya membuat sedikit perbaikan, terlepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan 
dalam lebih dari satu dekade untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan tingginya (Jarvis & Ho Mok, 
2019). Salah satu target Kemendikbudristek dalam Renstra 2020-2024 adalah diakuinya perguruan-perguruan 
tinggi Indonesia sebagai Universitas Kelas Dunia (World Class University atau WCU),3 yang ditunjukkan oleh 
masuknya universitas ke dalam peringkat global, khususnya Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 
(WUR)4. 

•	 Guna memanfaatkan keberadaan PTLN di 
Indonesia secara maksimal, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) perlu memfasilitasi kerja 
sama produktif antara PTLN dengan perguruan 
tinggi Indonesia. Fasilitasi ini penting untuk 
membina transfer pengetahuan dan teknologi 
serta membantu mengembangkan ekosistem 
riset di Indonesia melalui berbagai pengaturan 
yang saling menguntungkan antara kedua belah 
pihak. Di saat yang sama, ini membutuhkan 
perhatian khusus dari Kemendikbudristek 
terhadap upaya pengembangan kapasitas 

	 sumber daya manusia universitas lokal 
untuk memastikan bahwa mereka memiliki 
keterampilan yang dibutuhkan dalam bekerja 
sama dengan PTLN. 

•	 Kemendikbudristek juga perlu memasukkan 
PTLN ke dalam program-program pendidikan 
tinggi Indonesia, seperti menjadikan PTLN 
sebagai destinasi beasiswa pascasarjana dan 
program mobilitas untuk memperkenalkan 
pendidikan berkualitas kelas dunia kepada 
para mahasiswa dan akademisi Indonesia 
lainnya. 
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Di tahun 2022, hanya ada empat universitas Indonesia yang masuk dalam daftar Top 500 QS WUR,5 sedikit 
meningkat dari sepuluh tahun yang lalu ketika hanya ada tiga institusi Indonesia yang masuk ke daftar tersebut. 
Pencapaian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, yang dua universitasnya 
menempati peringkat ke-11 dan 12, dan Malaysia, yang lima institusinya masuk ke dalam peringkat Top 200 tahun 
2022  (QS Top Universities, 2022). Hanya ada 99 (3,65%) dari 2.713 universitas terakreditasi di Indonesia pada 
tahun 2020 yang memiliki akreditasi A dan predikat Unggul. Fakta ini menyiratkan rendahnya kualitas perguruan 
tinggi Indonesia (Dirjen Dikti, 2020).6 Selain itu, universitas-universitas negeri dengan akreditasi A dan predikat 
Unggul mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan sebagian besar universitas negeri di Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara hanya terakreditasi B dan berpredikat Baik Sekali. Sementara 
itu, mayoritas universitas swasta di Indonesia juga belum terakreditasi, menunjukkan adanya kesenjangan 
kualitas yang signifikan antara universitas negeri dengan swasta di Indonesia.  

Kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang kurang optimal disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya 
mutu pengajaran, riset, dan sumber daya manusia, tata kelola yang buruk, serta keterbatasan dalam hal otonomi 
akademik dan manajemen (Rosser, 2018; Yasih & Mudhofir, 2017) 

Menurut Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (2020), jumlah Doktor di Indonesia hanya membentuk sekitar 14.5%  
dari total akademisi pada 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia, yang memiliki 
akademisi bergelar Doktor sejumlah 37% dari universitas negerinya saja pada 2015 (Ministry of Education 
Malaysia, 2015). Jumlah Doktor yang sedikit ini menghadirkan sejumlah tantangan dalam menghasilkan jumlah 
dan kualitas hasil  riset yang diinginkan.

Rendahnya produktivitas riset para akademisi Indonesia diduga disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri, 
insentif keuangan, kompetensi menulis makalah ilmiah dan berbahasa Inggris, serta keterbatasan waktu untuk 
menulis karena banyaknya urusan administrasi dan tanggung jawab jabatan struktural dari universitas (Purwanto, 
Ardiyanto, & Sudargini, 2021; Rakhmani & Siregar, 2016). Namun demikian, jumlah publikasi Indonesia di jurnal-
jurnal internasional terindeks Scopus7 melampaui negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, 
Thailand, Filipina, dan Vietnam antara 2019-2020 (Putera et al., 2022). Di saat yang sama, Indonesia berada di 
urutan kedua kontributor jurnal-jurnal predator yang menerima makalah berkualitas rendah dengan mekanisme 
seleksi yang patut dipertanyakan (Macháček & Srholec, 2021). Fakta ini menunjukkan kecenderungan bahwa 
akademisi Indonesia lebih memprioritaskan jumlah publikasi dibanding menghasilkan tulisan yang bermutu dan 
berdampak secara akademik. 

Lebih jauh lagi, buruknya performa pendidikan tinggi Indonesia juga diduga memiliki keterkaitan dengan 
rendahnya mutu pendidikan di jenjang dasar dan menengah. Menurut hasil tes Programme for International 
Students Assessment (PISA) (OECD, 2018), siswa-siswi Indonesia berusia lima belas tahun memperoleh rerata 
skor yang rendah di bidang numerasi (urutan ke-73), literasi (urutan ke-74), dan sains (urutan ke-71) dari 79 
negara. Rendahnya kompetensi keterampilan-keterampilan fundamental di usia sekolah membuat pembelajaran 
di jenjang-jenjang selanjutnya menjadi sulit, terlebih untuk melakukan riset di tingkat pendidikan tinggi.

5 Yaitu Universitas Gadjah Mada (urutan ke-254), Universitas Indonesia (urutan ke-290), Institut Teknologi Bandung (urutan ke-303), dan Universitas 
Airlangga (urutan ke-465).
6 Sistem akreditasi pendidikan tinggi Indonesia terdiri atas tiga tingkatan: A, B, dan C, dimana A adalah yang tertinggi dan C adalah yang terendah. Pada 
2022, Ditjen Dikti secara bertahap memperkenalkan sistem akreditasi baru, yang terdiri atas predikat Unggul (setara A), Baik Sekali (setara B), dan 
Baik (setara C). Hingga saat ini, hanya ada beberapa universitas yang telah mengonversikan akreditasinya ke sistem akreditasi yang baru karena masa 
akreditasinya sudah kedaluwarsa. 
7 Basis data bibliografi internasional berisi abstrak dan sitasi artikel jurnal akademik.
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Dengan perkembangan industri saat ini yang menitikberatkan pada ekonomi berbasis manufaktur dan jasa yang 
membutuhkan adopsi teknologi baru dengan cepat, permintaan terhadap pekerja terampil, khususnya yang 
telah mengemban pendidikan tinggi, kian meningkat. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sedang berada 
dalam tekanan untuk memenuhi permintaan ini. Ketidaksesuaian keterampilan karena kualifikasi pendidikan 
yang rendah dan buruknya kualitas sekolah menjadi semakin banyak terlihat pada tenaga kerja Indonesia (Bank 
Dunia, 2020). Sekitar 51,5 % pekerja Indonesia dianggap tidak memenuhi syarat karena kedua hal tersebut (Allen, 
2016; Bank Dunia, 2020). Alhasil, lebih dari 80% perusahaan Indonesia mengaku kesulitan merekrut pekerja 
profesional yang terampil dan produktif (Wihardja & Cunningham, 2021). 

Maka dari itu, Kemendikbudristek harus meningkatkan upaya perbaikan kualitas pendidikan tinggi Indonesia guna 
membekali tenaga kerja dengan kompetensi kognitif dan teknis yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan 
ekonomi (Allen, 2016). 



5

Pemerintah Indonesia telah menguraikan tujuan-tujuannya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi agar 
menambah daya saingnya di tingkat global. Kemendikbudristek memiliki sejumlah program untuk memperbaiki 
ekosistem pengajaran dan riset di Indonesia. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mengelola dana 
abadi untuk pendidikan yang ditujukan salah satunya untuk riset dan pendidikan tinggi. Hingga 2022, dana 
abadi untuk penelitian telah membiayai 1.668 proyek riset dengan total nilai IDR 1,4 triliun dan secara signifikan 
meningkatkan jumlah riset universitas-universitas yang berpartisipasi (PANRB, 2022). Contohnya,  jumlah riset 
Universitas Indonesia di tahun 2022 saja meningkat 20,0% dari tahun sebelumnya karena menerima dana abadi 
penelitian dari LPDP (Yamin, 2022). 	

Selain itu, dana abadi khusus untuk pendidikan tinggi negeri juga diluncurkan pada 2022. Program ini membantu 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menyiapkan dana abadi institusinya sendiri (Dana 
Abadi Perguruan Tinggi atau DAPT) (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Dana abadi ini penting 
untuk mendorong riset dan inovasi di tingkat universitas, mengingat adanya keterbatasan pendanaan dari 
Kemendikbudristek. Meski PTN-BH diberikan wewenang tata kelola secara mandiri, baru belakangan ini mereka 
diperbolehkan mengelola dana abadi dan diberi kebebasan mengalokasikan jumlah yang besar untuk riset dan 
inovasi. Namun demikian, meski universitas memiliki otonomi tersebut, penerapannya masih jauh dari kata 
efektif karena akademisi masuk dalam kategori pegawai negeri, sehingga masih harus tunduk kepada birokrasi 
pemerintah. Di samping itu, otonomi ini masih belum memberi hasil yang berarti dalam memperbaiki iklim dan 
manajemen riset universitas (Jarvis & Mok, 2019; Rakhmani & Siregar, 2016). 

Sebuah inisiatif untuk mengembangkan kapasitas profesor-profesor di Indonesia juga telah diperkenalkan 
sejak 2017 dengan adanya program World Class Professor (WCP). Program ini bertujuan untuk memberikan 
akses kolaborasi antara akademisi Indonesia dengan para profesor internasional yang sudah mempublikasikan 
makalah di jurnal-jurnal bereputasi. Mengingat besarnya peran reputasi akademik dan jumlah sitasi (citation) 
dalam menentukan kualitas universitas, program WCP dirancang untuk memperbaiki kinerja universitas 
Indonesia secara bertahap (Dirjen Dikti, t.t.). Program ini diharapkan akan membuka peluang pertukaran 
pengetahuan, meningkatkan jumlah riset berkualitas, memperkenalkan perguruan-perguruan tinggi Indonesia 
kepada komunitas akademik global secara lebih luas, dan mendorong kolaborasi riset di masa mendatang. 
Namun, keefektifan program ini masih diragukan, melihat posisi perguruan tinggi Indonesia di tingkat global 
yang relatif stagnan dalam beberapa tahun belakangan. 

Untuk menyokong perkembangan profesional akademisi, Kemendikbudristek membuat sebuah program untuk 
dosen-dosen Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3 di luar negeri dengan LPDP dan Beasiswa 
Pendidikan Indonesia (BPI). Program-program ini mensyaratkan para penerima beasiswanya untuk kembali ke 
Indonesia dengan harapan pengetahuan dan pengalaman internasional yang telah diperoleh dari universitas-
universitas kelas dunia di luar negeri dapat membantu mengembangkan pengajaran di universitas asal mereka.8 

Inisiatif-Inisiatif untuk Meningkatkan Kualitas 
Perguruan Tinggi

freepik.com/mindandi

8 Peserta kedua program ini diharapkan kembali ke Indonesia dan menerapkan pengetahuan dan kepakaran yang telah diperoleh, dengan tujuan 
membantu memperbaiki kualitas sistem pendidikan Indonesia. 
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Selain itu, sejak 2012, Ditjen Dikti Kemendikbudristek telah menawarkan program untuk mengirimkan profesor-
profesor Indonesia ke perguruan tinggi dan pusat penelitian di luar negeri melalui Scheme for Academic Mobility 
and Exchange (SAME) (Ditjen Dikti, 2020b). 

Guna memantau kinerja riset, Ditjen Dikti meluncurkan sebuah basis data (database) web bernama SINTA 
(Science and Technology Index) yang mencatat hasil penelitian para akademisi Indonesia dengan menyimpan 
dan menganalisis sitasi dari makalah-makalah mereka. SINTA digabungkan dengan analisis WCU, sebuah 
platform yang menyediakan informasi terkait kemajuan perguruan tinggi Indonesia, yakni untuk melihat dan 
menunjang universitas-universitas Indonesia dalam meningkatkan peringkat globalnya. Akan tetapi, peran 
SINTA dalam mengukur kinerja riset dikritik karena peneliti-peneliti dengan nilai tertinggi adalah mereka yang 
mempublikasikan makalahnya di jurnal-jurnal tidak bereputasi dan mengutip diri sendiri (self-citing) secara 
berlebihan (Rochmyaningsih, 2019). Ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam mengukur kualitas 
makalah-makalah yang terdaftar di SINTA, dan platform ini bukanlah indikator yang reliabel untuk mengukur 
hasil penelitian.

Kendati terdapat sejumlah upaya untuk mendukung riset dan inovasi serta memfasilitasi dosen dalam menjalin 
hubungan dengan komunitas akademik internasional di tingkat global, program-program ini masih hanya dapat 
diakses oleh segelintir akademisi dan institusi. Pasalnya, mayoritas peserta berasal dari universitas-universitas 
di Pulau Jawa karena mereka cenderung lebih mudah mendapatkan informasi dan koneksi dengan pemerintah 
pusat, donatur, atau bahkan perwakilan industri (Rakhmani & Siregar, 2016). 

Contohnya, program WCP mewajibkan calon pesertanya untuk berasal dari universitas dengan akreditasi 
minimal B. Sebaliknya, program SAME memprioritaskan para profesor yang berasal dari universitas yang telah 
memiliki Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dengan perguruan tinggi internasional. 
Persyaratan-persyaratan ini dipandang sebagai hambatan bagi institusi-institusi di luar Pulau Jawa, khususnya 
yang swasta dan tidak terakreditasi, karena mereka memiliki keterbatasan institusional dan akademik. 

Berbagai kebijakan dan program Ditjen Dikti Kemendikbudristek yang dirancang untuk memperbaiki kualitas 
perguruan-perguruan tinggi Indonesia belum begitu berhasil dalam memfasilitasi kemajuan yang signifikan, 
sehingga menghambat mereka dalam mengambil berbagai peluang strategis yang dapat meningkatkan kapasitas 
dan reputasi akademiknya. 
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Kedatangan kampus-kampus asing di Indonesia dapat mengisi kesenjangan yang ada dan memberikan akses 
lebih besar terhadap pendidikan berkualitas di dalam negeri kepada mahasiswa Indonesia. Pemerintah telah 
mengizinkan Perguruan Tinggi Luar Negeri (selanjutnya disingkat PTLN) untuk mendirikan kampus fisik di 
Indonesia.

Dengan inisiatif untuk menjadi tuan rumah bagi universitas-universitas kelas dunia, pemerintah ingin 
meningkatkan reputasinya dalam lanskap pendidikan global dan menunjukkan bahwa ekonominya telah melewati 
modernisasi  (Lane, 2011).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 53/2018 merupakan peraturan 
pertama yang mengatur pemberian wewenang pendirian PTLN di Indonesia,9 yang dijelaskan lebih lanjut oleh 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2021 bahwa PTLN dapat mendirikan kampus fisik di Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK).10  Lebih lanjut lagi, ketentuan mengenai PTLN di KEK dalam Permenristekdikti No. 53/2018 telah dicabut 
dan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 10/2021 
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan Pendidikan 
Formal di Kawasan Ekonomi Khusus. 

Dengan demikian, PTLN yang didirikan di KEK tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berbeda dari ketentuan 
untuk PLTN di luar KEK, yang meliputi persyaratan yang ketat terkait izin beroperasi dan standar akademik 
(Tabel 1).

Kehadiran PTLN di Indonesia

9 Pada 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi kembali menjadi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan pada 2019. Pada April 2021, Kementerian Riset dan Teknologi digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah wilayah khusus yang ditujukan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat ekonomi dan 
geostrategi yang signifikan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Kawasan ini menerima insentif-insentif fiskal dan non-fiskal tertentu 
yang berbeda dengan daerah lainnya untuk menarik aliran investasi ke Indonesia. Hingga Desember 2022, Indonesia telah memiliki 19 KEK, 12 di 
antaranya sudah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. 

freepik.com/freepik
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Tabel 1.
Perbedaan antara PTLN di dalam dan luar KEK

Peringkat dalam QS WUR Harus termasuk dalam 
peringkat Top 100 (100 terbaik 
dunia) (berdasarkan institusi 
atau bidang studi) 

Harus termasuk dalam peringkat Top 200 
(200 terbaik dunia) (berdasarkan institusi atau 
bidang studi)

Tidak dijelaskan

Hanya mengatur tentang persyaratan memiliki 
NIB

Menteri melakukan evaluasi berkala atas 
penyelenggaraan PTLN

Menteri dapat mencabut izin PTLN sesuai 
dengan hasil evaluasi berkala

PTLN wajib menjalin kerja sama 
dengan perguruan tinggi lokal untuk 
menyelenggarakan tridharma perguruan 
tinggi, yang mencakup kontribusi di bidang 
akademik, penelitian, dan inovasi untuk 
masyarakat dan industri 

Dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas 
warga negara Indonesia dan warga negara 
asing

Tidak dijelaskan mengenai kualifikasi akademik 
dosen dan tenaga kependidikan

Undangan dari Menteri 

Ketentuan Terkait Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko

Evaluasi dan Penghentian Operasi 
PTLN

Ketentuan Terkait Kerja Sama 
dengan Perguruan Tinggi Lokal

Dosen dan Tenaga Kependidikan

PTLN yang tidak memenuhi 
kriteria peringkat dunia masih 
dapat mengajukan permohonan 
pendirian kampus cabang 
atas undangan dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan

PTLN di KEK wajib mendapatkan 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko berupa Nomor Induk 
Berusaha (NIB) dan izin dengan 
mengajukan permohonan 
melalui sistem Online Single 
Submission (OSS)

Tidak dijelaskan 

Tidak dijelaskan 

Dosen dan tenaga kependidikan 
terdiri atas warga negara 
Indonesia dan/atau warga 
negara asing

Tenaga kependidikan wajib 
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Terlepas dari sejumlah perbedaan tersebut, semua PTLN diregulasi oleh peraturan yang sama di Permenristekdikti 
No. 53/2018. Misalnya, semua PTLN wajib membuka setidaknya dua program studi yang berhubungan dengan 
Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM) 
dan memberikan mata kuliah nasional wajib seperti Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan 
Kewarganegaraan (Permendikbud No. 10/2021 menjelaskan bahwa mata-mata kuliah nasional wajib tersebut 
diperuntukkan bagi program sarjana). Selain itu, kualitas pendidikan dan prasarana yang diberikan oleh 
PTLN harus setara dengan kualitas pendidikan dan prasarananya di negara asal. Mahasiswa juga harus 
bisa mendapatkan kualifikasi lulusan yang sama dengan kualifikasi mahasiswa institusi di negara asal. Ini 
menunjukkan bahwa kehadiran PTLN di Indonesia dapat membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk 
memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan tingkat dunia tanpa harus menempuhnya di luar negeri 
(Perwakilan Kemendikbudristek, 2022). 

PTLN juga dapat meningkatkan daya saing serta mendorong kampus-kampus lokal untuk memperbaiki kualitas 
dan layanannya (Hou, Hill, Chen & Tsai, 2018; Wawancara dengan Perwakilan Kemendikbudristek, 2022). Menurut 
Pasal 2 Permenristekdikti No. 53/2018, pendirian PTLN bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan 
Indonesia dan lembaga perguruan tinggi secara luas. Selain itu, keberadaan PTLN juga dapat memupuk hubungan 
antara universitas lokal dengan PTLN, sehingga perguruan-perguruan tinggi Indonesia memiliki kesempatan 
untuk meningkatkan kualitas dan reputasinya (Sutrisno, 2019). Adanya PTLN di Indonesia diharapkan dapat 
memberi dampak positif terhadap kinerja perguruan tinggi lokal melalui kemitraan, seperti peningkatan transfer 
pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta adopsi inovasi (Farole, 2011). Akan tetapi, kemitraan antara PTLN 
di KEK dan universitas dalam negeri berpotensi sulit terjalin karena tidak adanya ketentuan terkait ini dalam 
regulasi.
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Meski telah diperbincangkan selama bertahun-tahun, pendirian kampus asing baru dilakukan setelah 
penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)11 dengan 
Monash University yang mengumumkan secara formal rencana membuat kampus cabangnya di Indonesia. 
Dengan dibukanya Monash University Indonesia pada 2021, diharapkan juga bahwa ke depannya PTLN lain dapat 
membuka kampus cabangnya di Banten maupun wilayah lain di Indonesia untuk menciptakan pusat pendidikan 
yang menarik mahasiswa lokal dan internasional.

Hingga 2022, Monash University Indonesia menawarkan program-program pascasarjana dan eksekutif di 
bidang Kebijakan Publik dan Manajemen, Ilmu Data, Desain Perkotaan, Bisnis dan Inovasi, Keamanan Siber, 
dan Kesehatan Masyarakat (Monash University Indonesia, t.t.). Sejumlah jurusan yang ditawarkan masih belum 
tersedia di perguruan tinggi Indonesia, sehingga dapat menarik calon mahasiswa untuk mendaftar dengan harga 
yang lebih hemat, yang sebelumnya hanya tersedia di luar negeri. 

Pada Desember 2021, Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta), sebuah universitas negeri di Provinsi Banten, 
mendapatkan kesempatan untuk membentuk kemitraan dengan Monash University Indonesia. Kemitraan ini 
menghasilkan berbagai jenis kegiatan kolaboratif, seperti kerja sama riset, pertukaran sumber daya akademik, 
akademisi, dan mahasiswa, serta kegiatan akademik bersama mulai dari seminar, lokakarya, hingga pengabdian 
masyarakat (Untirta, 2022a). Jenis kemitraan seperti ini juga sudah diterapkan di universitas-universitas 
Singapura dengan mitra-mitra kampus cabangnya. Ini merupakan ‘nilai jual’ untuk perguruan tinggi yang 
membedakan posisi mereka dari institusi lain, sehingga menarik calon mahasiswa dan kolaborator (Olds, 2007). 

Sebuah MoU antara Monash University Indonesia, Untirta, dan Provinsi Banten juga ditandatangani pada tahun 
yang sama; memperlihatkan komitmen Monash University Indonesia untuk membantu mengembangkan talenta 
dan potensi lokal Banten, selaras dengan program-program pemerintah daerah yang berfokus pada ketahanan 
dan diversifikasi pangan dan pengembangan pariwisata (Bappeda, 20212). Kerja sama ini diejawantahkan 
dalam bentuk kegiatan-kegiatan terencana seperti pengembangan produk pertanian lokal Banten (talas beneng) 
oleh pusat penelitian pertanian Monash University Indonesia dan Untirta, dan program community outreach 
internasional di desa-desa di Banten (Untirta, 2022b).12 MoU trilateral ini menunjukkan bahwa kerja sama yang 
dilakukan tidak hanya berhubungan dengan urusan akademik dan riset, tetapi juga menyentuh masyarakat 
sekitar, mendorong keunggulan lokal, dan meningkatkan perekonomian Banten. Hal serupa juga dapat dilihat 
dalam studi kasus yang dilakukan oleh Pohl dan Lane (2018) di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Studi kasus 
tersebut memperlihatkan bahwa kampus-kampus asing memberi sumbangsih yang signifikan terhadap pesatnya 
perkembangan riset dan pembangunan di negara-negara tuan rumahnya. 

Di sisi lain, kerja sama dengan universitas lokal dapat memberikan keuntungan bagi PTLN untuk berkembang dan 
berekspansi di Indonesia. Wawasan dari universitas-universitas mitra dapat membantu PTLN dalam merancang 
pengajaran dan penelitiannya agar lebih relevan dengan kondisi lokal sekaligus menjaga standar kualitas dari 
kampus di negara asalnya (Girdzijauskaite & Radzeviciene, 2014). 

Studi Kasus: Monash University Indonesia

11 IA-CEPA merupakan sebuah kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia yang memberikan peluang lebih besar di bidang perdagangan dan 
investasi, termasuk investasi pendidikan tinggi. IA-CEPA secara resmi berlaku pada 5 Juli 2020.  
12 Untuk mengatasi kekhawatiran terkait krisis pangan yang semakin berkembang di Indonesia, CIPS merekomendasikan pendirian pusat penelitian di 
universitas-universitas lokal dimana mereka dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya–seperti sektor swasta dan institusi lainnya–
untuk mengembangkan produk-produk pertanian lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat: Expanding Hybrid Rice Production in Indonesia.
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Menurut pernyataan Perwakilan Untirta (2022), kerja sama dengan Monash University Indonesia juga akan 
menjembatani hubungan mereka dengan kampus utama Monash, sehingga dapat mempromosikan kolaborasi 
pendidikan tinggi lintas batas secara lebih luas. 

Namun, Perwakilan Untirta (2022) juga mengatakan bahwa menjalin dan menjaga kemitraan dengan kampus 
asing tidaklah mudah, karena staf kampus dan akademisinya juga harus memiliki kapasitas dan keterampilan 
di taraf tertentu, seperti kemampuan bahasa Inggris dasar untuk berkomunikasi dan membina hubungan antar 
institusi. Pernyataan ini didukung oleh Hunter et al. (2018), yang berpendapat bahwa para pemangku kepentingan 
harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan seperti kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara 
efektif dalam lingkungan yang multikultural. Maka dari itu, pengembangan kapasitas internal universitas untuk 
mendapatkan lebih banyak paparan internasional menjadi penting mengingat proyeksi pendirian cabang kampus-
kampus asing lainnya di Indonesia di masa mendatang.
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•	 Memasukkan PTLN di Indonesia ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan 
tinggi 
Kemendikbudristek perlu memasukkan PTLN ke dalam kebijakan dan kegiatan pendidikan tinggi 
di Indonesia untuk memanfaatkan keberadaannya secara maksimal. Misalnya, LPDP dan BPI dapat 
menjadikan PTLN di Indonesia sebagai kampus tujuan pascasarjana atau memberikan peluang 
kepada mahasiswa dan akademisi dalam negeri untuk mendapatkan pengalaman internasional 
dari PTLN melalui program pertukaran mahasiswa, beasiswa, atau penelitian bersama. 

•	 Membina hubungan dan kerja sama antara universitas lokal dengan PTLN
Kemendikbudristek perlu senantiasa mendukung pembentukan kemitraan dan peluang-peluang 
yang dapat memupuk hubungan antara PTLN dengan perguruan tinggi Indonesia, khususnya untuk 
PTLN di KEK, yakni untuk mendorong transfer pengetahuan dan menambah kesempatan kolaborasi 
di masa depan. Sebagaimana dapat terlihat dalam kemitraan antara Monash University dengan 
Unitirta, kolaborasi seperti ini dapat menghasilkan kerja sama riset, pertukaran kepakaran, serta 
kegiatan-kegiatan akademik bersama yang menciptakan peluang lebih besar untuk memperbaiki 
mutu sektor pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Melihat bahwa akan ada lebih 
banyak PTLN yang beroperasi di Indonesia ke depannya, Kemendikbudristek perlu memfasilitasi 
hubungan ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi, khususnya yang ada di 
luar Pulau Jawa, dan memanfaatkan keberadaan PTLN di Indonesia secara maksimal.

•	 Mengembangkan sumber daya manusia perguruan tinggi agar dapat mengambil manfaat dari 
hubungan dengan komunitas akademik global, khususnya PTLN di Indonesia 
Kemendikbudristek harus mengutamakan pengembangan kapasitas perguruan tinggi Indonesia 
secara berkelanjutan supaya dapat berdiri sejajar dengan PTLN melalui program-program 
pengembangan kapasitas bagi akademisi dan membangun ekosistem riset yang kondusif di 
Indonesia. Akademisi merupakan fokus utama dalam upaya institusi meningkatkan kualitas. 
Sehingga, adalah hal yang penting untuk membekali mereka dengan berbagai keterampilan 
yang dibutuhkan dan membantu mereka berfokus pada mengajar dan melakukan penelitian. 
Kemendikbudristek dan perguruan-perguruan tinggi Indonesia perlu mempertimbangkan fasilitasi 
program-program pengembangan kapasitas bagi akademisi untuk mengembangkan pengetahuan 
dan kepakaran mereka, serta meningkatkan kepemilikan pekerjaan (job ownership) dan kapasitas 
individu demi kelancaran hubungan dengan mitra-mitra internasional, seperti kolaborasi, negosiasi, 
dan kemampuan berbahasa asing. Dalam jangka panjang, upaya ini akan membangun hubungan 
yang lebih berdampak dan saling menguntungkan, terutama di bidang penelitian, antara PTLN dan 
universitas Indonesia yang sesuai dengan strategi institusi kedua belah pihak. 

Rekomendasi Kebijakan untuk Mengoptimalkan 
Keberadaan PTLN di Indonesia 
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